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SEKTOH PUBUK Dt fNDONES!A PENGANTAR 

Pen~Umtar 

pemerintah, Warganegara dan Akuntabilitas 

Pembenahan pada sektor publik di Indonesia perlu dilakukan secara 

komprehensif, fundamental dan berkesinambungan. Hal ini penting 

sebab dalam negara yang berdemokrasi disyaratkan pengarusutamaan 

kepentingan publik yang wujud nyatanya adalah peningkatan kualitas sektor 

publik. Bentuk dari Kepentingan Publik adalah kebutuhan dan permasalahan 

publik. Permasalahan publik sendiri merupakan sistem masalah sosial yang 

dinamis dan sa ling terkait antara sub-masalah yang satu dengan yang lainnya. 

Kedinamisan masalah publik membuatnya terus berubah dari waktu ke 

waktu atas pengaruh berbagai variabel termasuk pengaruh dari globalisasi 

serta teknologi informasi dan komunikasi. 

Oleh karenanya, perlu untukdigaribawahi bahwa pembenahan masalah 

publik sangat dituntut untuk dilakukan secara terus-menerus seiring dengan 

tingkat perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini misalnya dapat 

ditinjau pada kemunculan konsep Reinventing Government sebagaimana 

yang digagas oleh David Osborne dan Ted Geabler (1992). Latar belakang 

gagasan tersebut adalah kebangkrutan birokrasi pemerintah di Arnerika 

Serikat yang cenderung menggunakan satu kebijakan untuk rnenyelesaikan 

semua masalah (one size fits all) pada masa masyarakat Amerika teiah 

memasuki era paksa-industrialisasi. Padahal kompieksitas situasi masalah di 

tengah-tengah rnasyarakat saat itu sudah tidak cocok lagi didei<ati deng2n 

cara yang klasik. Hal ini ibarat kita memaksakan menggunakan baju satu 

ukuran kepada semua orang tanpa mempertimbangkan perbedaan postur 

tubuh dari masing-masing individu. Oleh karenanya, pembenahan ,,ada 

sektor publik dilakukan dengan cara menyesuaikannya pada perkemoangan 

masalah dan kebutuhan yang terjadi di dalarn masyarakat. 

Pembenahan pada sektor publik pada prinsipnya merupaka1~ upaya 

sistematik dan terencana dalarn mewujudkan penearusutamaan kepentingan 

,'1 vi: t __ _ 
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publik. Dalam prakteknya, pengarusutamaan kepentingan publik tersebut 

sejalan dengan konsep demokrasi yang telah menjadi tujuan bangsa 

Indonesia sernenjak awal berdirinya pada tahun 1945. Konsep clemokrasi 

adalah pergeseran paradigrna kekuasaan dalam sebuah komunitas politik 

dari yang semula berorientasi pada negara (state center) menjadi berorientasi 

kepada rnasyarakat (people center). Oleh karenanya, dalarn perkernbangan 

konsep sektor publik yaitu New Public Governance, masyarakat dipandang 

sebagai subjek dalam proses penyediaan barang dan pelayanan publik 

serta pemerintah tidak lagi ditempatkan sebagai aktor yang dominan pada 

sektor publik. Sumberdaya untuk menyediakan barang dan pelayanan publik 

menjadi tanggungjawab bersama sehingga secara partisipatif aktor··aktor 

non-pernerintah turut melaksanakan peran-peran sentral pada sektor publik 

guna rnenyediakan barang dan pelayanan publik. 

Semenjak pernerintahan Gus Dur di awal-awal masa reforrnasi, bangsa 

Indonesia sudah mulai menyadari realitas bahwa semakin hari semakin 

m~(lyusu~, pendapatan yang diperoleh pemerintah dari sektor migas. Seiring 

denganr.hai tersebut maka bangsa Indonesia mernasuki era yang rnenuntut 

masyarakat dan pemerintah untuk semakin realistis yakni situasi dimana 

penyecli&l}\ surnberdaya sektor publik saat ini hanya dimungkinkan diperoleh 
,·' . . .. 

rne,lalui P.'!iak dap retribusi yang dibayarkan masyarakat. Belakangan ini 

pernerintah yang dipirnpin Presiden Susilo Bam bang Yudhoyono mengupayakan 
t ,, t/ _. 

unfUI\ ,rnendoror.1g rnasyarakat menunaikan kewajibannya rnembayar pajak. 

Pel'1erintah mengarnpanyekan bahwa Presiden Susilo Barnbang Yudhoyono 

sud~h mernbayar pajak dan mengajak rnasyarakat untuk turut rnembayar pajak 

gu~·~.~ kepent"ingan pemb~1ngunan bangsa. Hal ini sernokin rnenegaskan bahwd era 

keernasan penclapatan negara yang bersurnber dari sektor rnigas sudah berakhir. 

Ha!,.terfebut a(lalah kenangan manis pada dekade 1980··an yang menjadikan 

pemerintah orcle ban.1 sangat berwibawa di hadapan rnasyarakatnya. Dekade 

:l980·an rnerupakan masa dirnana bangsa Indonesia rnengalarni peak production 

of oil yang kernuclian elise but sebagai rnasa oil-booming. Masa keernasan itu pula 
' . ' 

yar:1g te!ah rnenjaclik~;m Indonesia sebagai salah satu negara rna can Asia seka!igus 
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salah satu negara pengekspor minyak sehingga kemudian bergabung bersama 

negara-negara pengekspor minyak lainnya dalam OPEC. Namun sekarang hal 

tersebut sudah berlalu. Surnber pendapatan negara dan daerah mulai beralih 

ke pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi rnenjadi sumber pendapatan utarna 

untuk mengisi kas negara dan daerah. 

Dengan pera/ihan terse but sesungguhnya perlu dipahami bahwa dalarn 

negara demokrasi, pajak bukanlah upeti seperti pada negara monarki. Kontrak 

sosial yang dibangun antara negara dan masyarakat dalam negara demokrasi 

menempatkan masyarakat sebagai pusat dari kekuasaan. Konsekuensinya 

masyarakat selaku pembayar pajak (tax payer) wajib difasilitasi dengan penuh 

kornitmen oleh pemerintah rnelalui kebijakan publik dalam bentuk penyediaan 

barang dan layanan publik yang efektif dan efesien untuk memenuhi kebutuhan 

secara layak dan mernecahkan masalah publik secara komprehensif sesuai 

dengan aturan perundang··undangan yang berlaku. Hal inilah yang semestinya 

menjadi landasan berpikir dan berperilaku bagi pimpinan dan aparatur 

pernerintah, sebab zaman sudah berubah. Sudah bukan masanya lagi aparatur 

pemerintah dilayani oleh rakyatnya, justeru seba/iknya mereka berkewajiban 

untuk memberikan layanan yang terbaik bagi rakyatnya secara adil dan 

berkua/itas. Aparatur pernerintah perlu rnenyadari bahwa mereka berkewajiban 

menernpatkan masyarakat yang mereka layani sebagai warganegara v<mg t~iah 

membayar pajak. Pajak inilah yang menjadi sumberdaya yang dirn2r.fa01tkan 

oleh aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan kcgi2tan dan pruyek 

pembangunan serta menjadi sumber pula bagi gaji yang merdca bawa pulang 

untuk rnenyambung hid up mereka bersama keluarga. 

Oleh karenanya, pemanfaatan sumberdaya anggaran n2gar<1 dan 

daerah yang diperoleh melalui pajak dan retribusi oleh aparatur pemerintah 

harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ;,·,i/ah yang kemudian 

dipahami sebagai akuntabilitas. Konsep akutabilitas ini sernakin berrhanp<'k 

semenjak administrasi publik klasik (old public adm!r.istrc:tion) yang i1anva 

menekankan pada tuntutan agar administrator publik bertanggc:ngjawab 

pad a politisi dianggap sudah tidak lagi relevan. 

[]I ix 
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Akuntabilitas menjadi sebuah konsep yang memperluas peran administrator 

atau manajer sektor pub!ik agar tidak saja bertanggungjawab atas implementasi 

kebijakan pub!ik yc1ng merupakan instruksi darl pz:lra politisi meiaink<:ln juga rnc1rnpu 

mernbuat diskresl untuk meningkatkan responsivitas organisasi pernerintah 

terhadap masyarakat yang rnereka layani. Di5kresi yang dirnaksudkan di sini 

adalah n.klng !du~1sa y<Jng fleksibel bag! para admi11istrator ::itau rnc1najer sektor 

pub!ik ell !Lk:r konteks kebijakan publik yang teng;:Jh diimplernentasikan untuk 

membu;:1t keputusan--kcbijaksanaan yang terlepas dari kr:kakuan prosedural 

kebijdkan atau bahkan mengisi ruang-ruang dilematis yang be!urn rnemi!iki aturan 

regu!asi sehingga mernberikan rasa aman dan nyaman bagi rnasyarakat. Hal inl 

dirmksudkan clemi rnerespon kebutuhan dan keluhan yang diartikulasikan oleh 

publik kepada lembaga sektor publik secara langsung, lebih cepat dan akurat sebab 

jika harus menunggu revisi kebijakan akan mernakan waktu dan sumberdaya yang 

cukup banyak. 

Ruang fleksibilitas ini sangat dibutuhkan dalarn implernentasi kebijakan 

publik mengingat pada kenyataannya sering dijumpai keterbatasan kapasitas 

politisi dalarn mengagregasi dan rnengartikulasikan kebutuhan publik sehingga 

akhirnya rurnusan kebijakan yang rnereka hasilkan sifatnya parsial. Apalagi 

ciinarnika rnasyarakatyang semakin progressifrnengingat pengaruh globalisasi serta 

tekno!ogi informasi dan komunikasi yang semakin mendorong ali ran informasi dan 

pernbentukan pengetahuan di tengah masyarakat secara cepat. Artinya, hal ini akan 

semakin menciptakan kondisi rendahnya kapasitas politisi da!am mengagregasi 

dcm rnengartikulasikan kebutuhan dan permasalahan yang tengah dihadapi oleh 

publik sehingga diskresi rnenjadi kebutuhan dan sekaligus bentuk akuntabilitas. 

Oleh karenanya, konsepsi akuntabilitas rnelalui diskl·esi yang diberikan 

administrator atau manajer sektor publik tersebut menjadi varia bel pen·Hng 

saat ini guna mempertanggungjawabkan pajak yang dibayarkan oleh 

masyarakat clalam negara demokrasi. Sehingga rnelalui diskresi tersebut 

terjacli pengarusutamaan kepentingan publik yang <Jkan meningkatkan 

kapasitas .sektor publik dalam penyediaan kebutuhan masyarakat secara 

efektif, efesien, dernokratis serta penuh komitmen. 

X hij u 
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Revitalisasi Pemaknaan Publik 
Pernbenahan sektor publik yang rnenyeluruh hendaknya rnelibatkan 

lebih banyak kornponen bangsa. Agar terjadi pelibatan yang optimal atas 

seluruh kornponen bangsa rnaka konsep rnasyarakat dan rakyat hendaknya 

mulai bergerak ke arah konsep publik. Dalarn konsep publik setidaknya 

terdapat dua hal penting yang perlu dihayati bersarna. Pertama adalah adanya 

mekanisrne dialogis. Artinya, suatu kornunitas dapat rnasuk kategori publik 

mana kala rnereka rnenernpuh cara dialog yang rasional, darnai dan konstruktif 

untuk rnenghasilkan suatu keputusan bersarna. Dengan demikian, pernaksaan 

kehendak, intimidasi bahkan kekerasan bukanlah cara yang dibenarkan dalam 

kornunitas tersebut baik dalarn pernenuhan kebutuhan rnaupun dalarn hal 

penyelesaian rnasalah bersama. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah memiliki 

modal berharga terkait hal ini sebagairnana yang terdapat dalam Pancasila 

sila yang keempat Musyawarah untuk rnufakat adalah proses dialogis untuk 

menghasilkan keputusan yang berkualitas bagi bangsa inL Dalam sila keempat 

ini juga ditegaskan bahwa musyawarah yang dipirnpin oleh hikrnah dan 

kebijaksanaan yang rnenegaskan bahwa rasionalitas dan kepekaan menjadi 

nilai yang penting dalam berrnusyawarah. Sehingga sedianya keputusan yang 

diarnbil hendaknya mengedepankan pengetahuan yang akurat dan kepekc.an 

atas keadilan bagi sesarna rnanusia serta kelestarian alarn lingkungan yang 

berkualitas. Hal ini akan rnenciptakan negara yang berkuaiita:: Jan !e>tari 

sehingga layak diwariskan bagi generasi penerus. 

Kedua adalah pengarnbilan keputusan. 1\llaksudnya adalah 

pengarnbilan keputusan dihayati sebagai bentuk keterlibatan aktifdari semuo 

kornponen komunitas tersebut Bahkan keputusan adalah haoii p~rnikiran 

bersama sehingga seluruh anggota kornunitas rnenjadi aktor atama dalam 

proses pengambilan keputusan dan rnerasa rnerniliki atas keputus:w yang 

dihasilkan. Mereka tidak rnelepaskan seluruh proses pengarnbi!an !<epuwsan 

kepacla kelornpok tertentu. Tetapi rnernilih untuk terlibat aktif :;ehingga turut 

aktif dalam proses rnernbentuk keputusan. Hal ini akan mernba:1gun rasa 

bertanggungjawab dari seluruh kornponen kornunitas atas kepu\U$Jn y·ang 
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dihasilkan sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam pembangunan akan 

menjadi milik bersama tanpa harus sa ling melempar tanggungjawab. 

Kedua esensi inilah -dialog dan pengambilan keputusan-yang kemudian 

menjadi pilar utama untuk mengategorikan bahwa sebuah komunitas 

bisa disebut sebagai publik atau bukan. lronisnya untuk bagian pertama, 

terkadang keragaman bangsa Indonesia yang sedemikian kompleks masih 

menyisakan kecurigaan diantara sesama kita sehingga tidakjarang berangkat 

dari kecurigaan tersebut muncul tindakan-tindakan yang kurang konstruktif 

dan berujung pada kekerasan. Kasus-kasus yang cukup memilukan adalah 

kerusuhan antar etnis, kekerasan terhadap kelompok minoritas, kerusuhan 

paska Pemilihan Umum Kepala Daerah dan lain sebagainya. Sedangkan pada 

aspek kedua yakni keterlibatan aktif dan menjadikan masyarakat sebagai 

pusat dalam pengambilan keputusan harus diakui bahwa bangsa kita masih 

lemah dalam hal ini. Konstruk kultur politik pedalaman yang membangun 

struktur hirarki antara priyayi dan wong cilik masih begitu kuat mengikat 

dalam pola perilaku politik masyarakat kita. Oleh karenanya, hingga saat 

ini kelompok elit dalam masyarakat memang masih mendominasi dalam 

pembuatan keputusan. Alhasil hanya segelintir masyarakat saja yang bisa 

mengartikulasikan kebutuhannya dalam kancah pengambilan keputusan. 

i'olitik dan Administrasi 

Pembenahan sektor publik tidak dapat dilepaskan dari komitmen 

seluruh pemangku kepentingan. Para politisi hendaknya mengelola kekuasaan 

atas dasar .. kepercayaan yang diberikan masyarakat rnelalui Pemilu. Sebab 

mekanisme pemilu merupakan jembatan yang sah cia lam negara demokrasi 

untuk mencapai k€kuasaan. Hal ini dapat terpenuhi apabila politisi selaku 

pe()1bUat kebijakan (policy maker) memiliki integritas untuk mernformulasikan 

kebijakan secara efektif dan demokratis. 

Di sisi lain para administrator atau manajer sektor publik mampu 

rnengimplementasikan kebijakan secara adil dan efesien. Administrator atau 

para rnanajer sektor publik harus tetap konsisten untuk rnengabdikan diri 
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PENG!INTAR 

pada kepentingan publik yakni mengimplernentasikan kebijakan publik dalam 

kerangka penyediaan barang publik dan penyelenggaraan pelayanan publik 

untuk memenuhi kebutuhan publik yang sesungguhnya dan memecahkan 

permasalahan publik. Hal ini tentunya perlu didukung dengan penegakkan 

hukum yang konsisten dan kepercayaan diantara seluruh pemangku 

kepentingan sebab tanpa peneggakkan hukum dan kepercayaan di antara 

sesama aktor pemerintah dan non-pemerintah maka proses administrasi 

yang menekankan pentingnya kerjasama akan terhambat. Kepercayaan dan 

penegakkan hukum yang mendorong kerjasama juga harus dibangun secara 

simultan dengan keterbukaan dan transparansi. Variabel-variabel ini saling 

terkait satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. 

Selain hal terse but, seperti yang sudah ditegaskan sebelurnnya bahwa 

rnekanisrne diskresi juga harus dimungkinkan dilaksanakan oleh rnanajer 

atau administrator sektor publik guna memberikan keleluasaan dalam hal 

pilihan publik (public choice). Mekanisme diskresi membangun konstruksi 

organisasi sektor publik yang lebih cepat dalam merespon permasalahan 

dan permintaan kebutuhan yang diartikulasikan publik melalui jalur di luar 

mekanisme Pemilu. 

Namun yang menjadi pertanyaan lanjutannya adalah: bagaimana 

sebenarnya konstruksi administrasi publik di Indonesia? Bila merunut 

pada masa orde baru, maka dapat dijumpai bahwa administrasi publik. di 

Indonesia terlalu bertumpu pada pengelolaan pembangunan. Akibatnya, 

pengelolaan yang utuh terhadap sektor publik belum tergarap secara 

paripurna. Konsentrasi studi dan praktek pada bidang administr<Jsi publik 

lebih cenderung diarahkan untuk menatakelola pembangunan semata. 

Sedangkan penatakelolaan organisasi dan manajemen publik tidak diser.tuh 

secara kornprehensif dan mendalam. Bahkan dalam konteks t<Jta kelo 1o 

penyelenggaraan pemerintah kita menyaksikan bahwa sepilnjang !Ytasa 

demokrasi terpimpin di bawah rezim Soekarno dan orde baru di bawoh rezim 

Soeharto, peran militer baik sebagai individual maupun institl.lsion<JI ter!a!u 

dominan dalam ranah birokrasi. Hal ini bertemali dengan aplikas1 konsep Dwi 
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Fungsi ABRI dalam bentuk kekaryaan. Pada saat yang bersamaan, konsep 

desentralisasi yang diputuskan di atas kertas melalui Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1974 dalam praktek implementasinya mengalami kemandegan, 

keuangan negara bocor, peran sektor swasta tidak terkonstruksi jelas serta 

produk kebijakan publik tidak berhasil menyelesaikan akar permasalahan 

yang ada serta tidak mampu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik. 

Pada masa reformasi tahun 1998, implikasi dari masalah yang tidak 

nampak di permukaan pada era Soeharto berimbas pada menumpuknya 

"pekerjaan rumah" pembenahan administrasi publik yang begitu banyak 

dan melelahkan. Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah dan 

dikoordinasikan dibawah Wakil Presiden dan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara tidak sepenuhnya berjalan secara efektif. Bahkan cacat di awal 

perjalannya sebab pilot projectdi Kementerian Keuangan justeru terjerembab 

dalam kubangan korupsi saat muncul gelombang kasus penyimpangan 

di Direktorat Jenderal Pajak. Angka korupsi juga tidak mengalami banyak 

perubahan, baik catatan KPK maupun catatan Transparancy International 

sepanjang tahun 2009 hingga 2011 menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi 

belum banyak berimplikasi pada perbaikan penyelenggaraan pelayanan 

publik dan penyediaan barang publik. 

Kebijakan Desentralisasi yang diimplementasikan semenjak tahun 2001 juga 

belum menampakan penguatan yang signifikan di lapisan organisasi pemerintah 

yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Justeru dalam prakteknya 

banyak perluasan unit organisasi dan jabatan tumbuh dan berkembang di 

tataran organisasi pemerintah pusat. Seperti munculnya jabatan Wakil Menteri 

di lingkungan Kementrian Pemerintah Pusat. Maka dari itu, sejumlah analis 

administrasi yang jengah dengan situasi tersebut mengusulkan bahwa Reformasi 

Birokrasi juga sebaiknya diperkuat dengan analisis jabatan yang fungsinya untuk 

mengetah\:li workload dari setiap jabatan dan unit-unit organisasi di lingkungan 

pemerirltah. Hal ini akan sangat berguna untuk meninjau secara detail muatan 

peker]aan 'pa'da' hlasing-masing lembaga dan unit kerja termasuk pada jabatan 

yang ada. Sebab baiwak indikasi menunjukkan pemebentuk lembaga, unit kerja 

.. ................................................................................................................................ ............................................................................................................ 
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PENGANTAR 

dan jabatan lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk berkuasa bukan untuk 

memecahkan masalah publik atau memenuhi kebutuhan publik. Hal ini tentunya 

menjauhi konstruksi nilai efesiensi. Sebab jika bisa ditangani melalui pemerkayaan 

pekerjaan pada lembaga, unit kerja dan jabatan yang sudah ada semestinya 

pembentukan lembaga, unit kerja dan jabatan baru pada dasarnya bisa dihindari. 

Karena sesungguhnya yang terpenting adalah mengoordinasikan perkerjaan­

pekerjaan tersebut sehingga bermuara pada pencapaian tujuan organisasi yaitu 

terpecahkannya masalah publik dan terpenuhinya kebutuhan publik. 

Dalam konteks penentuan arah, reformasi administrasi publik di 

Indonesia menghadapi tantangan yang serius pada konteks penentuan 

agenda prioritasnya. Hal ini membangun asumsi yang menyatakan bahwa 

bahwa memang tidal< akan pernah mudah untuk mengurai benang kusut 

administrasi publik di Indonesia. Namun, upaya l<e arah tersebut perlu tetap 

dilakukan secara konsisten. 

Reformasi Administrasi Publik 
Gun a mereformasi administrasi publik di Indonesia maka secara filosofis 

bangsa Indonesia perlu meredefinisikan kembali nilai (value) yang hendaknya 

dijadikan patokan bersama dalam mengelola sektor publik. Hal ini dihasilkan 

dari proses dialog yang berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen 

bangsa mengenai nilai dasaryang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya 

sistem nilai terse but dijadikan kerangka filosofis regulasi yang mengatur dan 

tidak mengatur interaksi sosial yang berlangsung di dalam bangsa Indonesia. 

Perlu dicatat bahwa tanpa sistem regulasi yang adil bagi warganegaril maka 

upaya reformasi Indonesia secara makro akan kandas. Sebab bagaimanapun 

organisasi dan manajemen sebagai elemen utama dalam administra~i sa:-gat 

membutuhkan arah yang terang terse but. Sehingga apa yang dicitakan dapat 

diwujud-nyatakan. Dalam teknis implementasinya maka sistem regulasi yang 

dikelola dengan baik oleh administrator atau manajer publik yang handal, 

akuntabel dan berintegritas akan sangat membantu dalam mengcJksel,?rasi 

penciptaan kesejahteraan masyarakat. 
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Dalam menggali sistem nilai bangsa Indonesia dan mengembangkan 

sistem regulasi maka kita akan mengikuti proses yang membutuhkan 

kesabaran revolusioner terutama pada proses dialog konstruktif antar 

komunitas dalam masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah dan 

antar lembaga pemerintah itu sendiri guna tercipta penetapan arah yang 

jelas bagi bangsa ini. 

Selain dialog, dalam hal ini juga diusulkan pentingnya riset khusus di 

bidang administrasi publik yang berkesinambungan. Melalui riset kita akan 

memperoleh pengetahuan dan informasi yang akurat mengenai kondisi 

terkait dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Tentunya semakin 

berkualitas riset apalagi dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang 

maka kita akan semakin menemukan banyak kepastian terkait dengan pola­

pola umum yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama 

untuk membantu mereka dalam mengagregasikan dan mengartikulasikan 

permasalahan serta kebutuhan mereka. Hal ini akan membantu meningkatkan 

kadar rasionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk 

penyediaan barang dan pelayanan publik. Tentunya dengan catatan terjadi 

sinkronisasi yang serius antara hasil riset dengan kebijakan yang diputuskan. 

Sejauh ini hambatannya adalah dominasi elit politik dalam ranah pengambilan 

keputusun dan perilaku apatis dari masyarakat yang jenuh dengan pola 

tingkah iaku para politisi. Sehingga sinkronisasi antar kebijakan dan hasil riset 

belum berjalan secara baik. Oleh, karenanya, merevitalisasi peran seluruh 

komponen bangsa dalam proses dialog dan pengambilan keputusan bersama 

merupakan langkah yang paling rasional untuk ditempuh. 

Tantangan Administrasi Publik Masa Mendatang 

Dolarn implementasi kebijakan publik, proses penyediaan barang 

publik dan penyelenggaraan pelayanan publik pada akhirnya tidak harus 

selalu dilakukan pemerintah saja. Dalam perkembangannya, perlu untuk 

diperhi\ungk3n oleh pemerintah saat ini bahwa proses pengisian kas negara 

dan daerah tidak dapat terus-menerus mengandalkan pada pajak dan 
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PENGANTAR 

retribusi. Kecenderungan kenaikan pad a sisi belanja negara dan daerah tidak 

dapat dipecahkan hanya dengan menaikan pajak dan retribusi, sebab hal ini 

akan memberatkan bagi masyarakat. Situasi tersebut akan semakin runyam 

saat pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat padahal 

pajak dan retribusi yang dipungutnya sudah sangat tinggi. Maka irnplikasinya 

dapat rnernicu reaksi yang ekstrirn dari rnasyarakat yang berujung pada 

kekacauan dan kerusuhan sosial. 

Oleh karenanya, pernerintah kedepannya dituntut untuk bekerja lebih 

efektif dengan biaya yang lebih efesisen. Pad a titik inilah partisipasi aktor non­

pernerintah tidal< saja rnenjadi penting tetapi juga rnenjadi sangat dibutuhkan. 

surnberdaya sektorpubliktidaklagi hanya bisa rnengadalkan pajakdan retribusi 

tetapi juga investasi dari aktor-aktor non-pernerintah tersebut. Pada rnasa 

inilah pernerintah dituntut dapat menciptakan perangkat untuk menfasilitasi 

para pemangku kepentingan untuk secara demokratis berpartisipasi pada 

sektor publik melalui instrumen regulasi yang rnemungkinkan tersedianya 

ruang yang leluasa bagi para pernangku kepentingan seperti sektor privat, 

organisasi non-profit dan komunitas-kornunitas di dalam masyarakat untuk 

turut rnenyediakan barang dan rnenyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini 

sernakin diperkuat dengan asumsi yang menyatakan bahwa masyarakatlah 

yang paling mernaharni dan mengetahui problem dan kebutuhan mereka 

sendiri sehingga rnerekalah yang paling rnengetahui apa yang harus dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menyelesaikan perrnasalahan yang 

tengah mereka had a pi terse but. 

Berangkat dari pemahaman tersebut, buku yang ada pada tangan 

dewan pembaca ini merupakan salah satu langkah kecil yang dirnaksudkan 

untuk rnemberikan kontribusi bagi reformasi sektor publik di Indonesia. 

Tentunya selain sebagai bentuk penyempurnaan dari buku sebelurnnya yang 

berjudul Administrasi dan Birokrasi Pemerintah {2006). Buku sederhana ini 

dimaksudkan pula menjadi bahan refleksi bersama tentang dinamika kebijakan, 

organisasi dan manajernen pad a sektor publik di Indonesia. Harapannya buku 

ini dapat rnenjadi inspirasi bagi para penggiat sektor publik untuk rnenghasilkan 
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gagasan--gagasan berkualitas guna lebih menyempurnakan pemenuhan 

kebutuhan publik atas pelayanan dan barang publik serta menyelesaikan 

masalah-masalah publik yang sudah sedemikian kompleks. Penyebab 

kompleksitas masalah publik tersebut tentunya adalah dinamika masyarakat 

itu sendiri. Selain itu, sebuah masalah publik terkadang tidak berdiri sendiri 

sebagai sebuah masalah yang inctepencten tetapi merupakan masalah yang 

sa ling terkait atau interdependen ctengan masalah-masalah lainnya. Sehingga 

pacta akhirnya masalah-masalah tersebut membentuk sistem masalah yang 

membutuhkan sistem kebijakan pula untuk menyelesaikannya. Pacta sisi 

inilah para penggiat sektor publik membutuhkan banyak suntikan gagasan 

untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang inovatif. Dengan demikian, 

kita dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan dengan menjaga stamina 

kreativitas dari para pelaku sektor publik. Kedepannya diharapkan dengan 

semangat kewirausahaan ini maka meskipun para administrator, analis dan 

manajer sektor publik ctihadapkan dengan realitas pahit yakni sumberdaya yang 

terbatas, namun mereka akan tetap menghasilkan kebijakan akan penyediaan 

banrang publik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang menjawab dengan 

tepat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi publik. 

Dengan menyadari kesederhanaan akan buku ini maka tentunya 

argumentasi yang dibangun di dalamnya jelas masih menyimpan sejumlah 

kelemahan dan kekurangan. Sehingga dengan segala kerendahan hati 

karni rnengharapkan kritik dan saran untuk peningkatan kualitas buku 

ini kedepannya. Akhirul kalam, saya mengucapkan banyak terirna kasih 

atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak 

sehingga buku ini dapat dirarnpungkan. Semoga gagasan yang disarnpaikan 

memberikan manfaat atau minimal merangsang munculnya gagasan lain 

yang lebih baik dan selamat mernbaca. [] 

Bandung, Juni 2014 

Kristian Wiclya Wicaksono 
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n realitas pahit yakni sumberdaya yang 

1ghasilkan kebijakan akan penyediaan 

1yanan publik yang menjawab dengan 

: dihadapi publik. 

1an akan buku ini maka tentunya 

·a jelas masih menyimpan sejumlah 

1 dengan segala kerendahan hati 

untuk peningkatan kualitas buku 

nengucapkan banyak terima kasih 

1ng diberikan oleh berbagai pihak 

Semoga gagasan yang disampaikan 
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Bab 1 

lldministrasi Publili di Indonesia 
Paslia Relormasi 

Indonesia paska gerakan reformasi tohun 1998 belum sepenuhnya 

mengalami perubahan yang signiftkan ke arah peningkatan taraf 

kersejahteraan masyarakat secara kongkret. Belum optimalnya 

penegakkan hukum, minimnya akses terhadap layanan dasar 

di sejumlah daerah terpencil dan perbatasan, kemiskinan, 

pengangguran, perlakuan diskriminatif terhadap komunitas 

masyarakat minoritas dan marginal, korupsi, kerusuhan posca­

pemilukada, pembakaran dan penyerbuan kantor penegak hukum 

dan varian masa/ah pub/ik /oinnya masih menjadi pemandangan 

yang menghiasi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. 

Pendahuluan 
Varian masalah publik yang sedemikian kompleks secara makro 

memberi kesan bahwa reformasi di Indonesia belum berhasil untuk 

mendatangkan kehidupan yang berkualitas bagi publik di negara yang 

memiliki luas lima juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan rat us kilo meter 

persegi ini. Namun, demikianlah realitas yang harus dihadapi dua rat us tujuh 

puluh jutaan penduduk yang hid up di Indonesia. Reformasi yang dicanangkan 

pada tahun 1998 belum sepenuhnya mampu memberikan harapan baru 

pada seluruh konstalasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

Demokrastitasi yang diperagakan selama ini baru terbatas mempertontonkan 

kebebasan (baca: liberalisasi tanpa penegakkan aturan hukum yang kredibel) 

sehingga menghasilkan konstruksi politik yang berkembang melenceng 

dari kepentingan publik tanpa diiringi fundamen ekonomi yang menopang 
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kemakmuran kehidupan masyarakat. Perubahan yang dijanjikan hanya 

sebatas komoditi marketing politik bagi para "bakal calon"yang berkompetisi 

untuk merebut, mempertahankan dan meningkatkan akseptabilitas, 

popularitas dan elektabilitasnya sehingga dapat menduduki kekuasaan pada 

lembaga legislatif maupun eksekutif baik pad a tingkat lokal maupun nasional. 

Tetapi seperli berlalu begitu saja, para politisi hanya ingat rakyat saat 

kampanye dan lupa rakyat setelah menggenggam kekuasaan. Aktivitas yang 

dilakukan oleh politisi pun masih berkutat dengan kegiatan-kegiatan yang 

berelasi dengan kepentingan Pemilu saja (election related activities) sehingga 

mereka hanya berdekatan dengan masyarakat sa at menjelang Pernilu, selepas 

itu mereka duduk man is di balik kursi kekuasaan. Politisi di Indonesia umumnya 

hanya paham mengenai kedudukan mereka dalam kekuasaan tetapi tidak 

mernahami arah tujuan kekuasaan manakala kekuasaan suclah diperoleh. 

Alhasil rnereka juga masih gagap dalam mengikuti perumusan kebijakan apalagi 

rnemaharni dengan baik proses pengawasan implementasi kebijakan. 

Oleh karenanya, otomatisasi perilaku politik sebagai konsekuensi 

gelombang liberalisasi tanpa arah menjadi kerangka dasar arsitektur 

demokrasi indonesia rna sa kini. Perilaku politik terse but kemudian ditunjang 

dengan parsialitas pengetahuan politik, tingkat kepedulian yang rendah 

terhadap penataan kehidupan bersama serta kualitas kesejahteraan yang 

rendah. Variabel-variabel negatif tersebut kemudian terkompilasi sehingga 

rnembuilt otornatisasi perilaku politik rnenemukan jati dirinya dalam 

rnayoritas masyarakat pernilih sebagai pemegang kendall dernokrasi di bumi 

pertiwi ini. Perlu untuk kita garis bawahi bersarna bahwa berdemokrasi 

dengan "perut kosong" membuat nalar jernih terdegradasi. Hal inilah yang 

kernudian mernbuat rnasyarakat kita Iekas lupa dengan tingkah laku politisi 

yang korup dan mudah rnemaafkan segala kelalaian dalarn pengambilan 

keputusan yang dibuat para politisi padahal konsekuensinya sangat 

merugikan masyarakat. lronisnya sikap permisif ini tetap berlangsung hingga 

saat ini rneskipun dampak dari keputusan tersebut telah menyengsarakan 

kehidupan rnasyarakat banyak. 
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Tidal< optirnalnya gerak perubahan kondisi politik paska reformasi salah 

satunya disebabkan ambiguitas a tau absurditas Agenda Reformasi 1998. Agenda 

Reformasi 1998 dikonstruksi pada momentum kesenjangan pengetahuan dan 

informasi cukup terjal antara elit politik dan masyarakat sehingga hasilnya 

adalah tingkat operasionalisasi di tataran praksis yang mernbias akibat "gaga I· 

paharn" terhadap kebutuhan rakyat dan tetap menghamba pada kebutuhan 

penguasa. Proses mengangregasi dan mengartikulasikan kebutuhan publik 

dilakukau sesuai selera elit politik sehingga konsekuensinya tentunya 

pengabaian terhadap kepentingan publik. Hal inilah yang rnenyebabkan arah 

kebijakan agenda reforrnasi ticlak memiliki direksi yang jelas. Dernokratisasi 

sebagai pilar utama reformasi lebih nampak sebagai lahan percobaan bukan 

dikonstruksi dalarn perangkat perencanaan yang terdesain secara sisternatik. 

Bahkan pertimbangan administratif rasional yang mengedepankan efesiensi 

seringkali dipandang sebagai kemunduran demokrasi. 

Dalam konteks menyusun agenda (agenda setting), rnaka agenda 

reformasi belum dijabarkan secara rigid baik dari segi perubahan yang 

diharapkan, target sa saran yang eligibel dan penetapan tengat waktu realisasi 

perubahan. 

Pada saat konstruk agenda reformasi tidak sepenuhnya jelas maka 

partai politik yang berkembang bak jamur di musim hujan yang meskipun 

jumlahnya banyak pada era reformasi ini tetapi cenderung tidak rnemiliki 

tawaran ideologi yang jelas. l<ebanyakan partai politik ideologiny2 prae>Vntis 

dan hanya bergerak untuk mencoba mengimbangi selera awam saja. Hal ini 

rnemang implikasi dari berkernbangnya konsep catch all party dirnana partai 

polilik tidak memiliki ideologi tertentu tetapi lebih berupaya menggaet 

simpati masyarakat dengan menganggangkat isu-isu popular. l<onsekuensin'/il 

ideologi tidak lagi dianggap penting bagi partai politik sehingga partai po!itik 

dibentuk untuk mendapatkan simpati politik bukan metrbentul< ar:Jh bore! 

masyarakat dalam berpolitik. 

ldealnya dimensi ideologi tercermin dengan jelas yang ~emudion 

dijabarkan dalam garis kebijakan partai dan program-program yang akan 

[j 3 
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dijalankan untuk mensejahterakan rakyat saat mereka marnpu merengkuh 

kekuasaan. Partai Politik harusnya tidak pragrnatis. Partai politik bertindak 

sebagai institusi ideologis yang rnenawarkan !dealisrne, kebijakan dan 

program yang sinergis dari hulu ke hilir kepada rakyat. Seperti di Arnerika 

dengan jelas ketika Partai Dernokrat berkuasa rnaka kebijakan pernerintah 

akan cenderung bersedikan idoelogi liberal. Sedangkan saat Partai Republik 

berkuasa maka kebijakan pernerintah akan cenderung bersendikan ideologi 

konservatif. Di Indonesia karena kebanyakan Partai tidak rnerniliki konsep 

ideologi yangjelas rnaka rnereka cenderung bersikap pragrnatis. Hal ini dapat 

dirasakan yakni dalarn kancah politik Indonesia saat ini seolah-olah satu Partai 

dengan Partai lainnya narnpak beroposisi tetapi sesungguhnya rakyat tidak 

bisa mengalarni secara nyata perbedaan kebijakan yang rnendasar diantara 

Partai Politik terse but sa at rnereka berkuasa. 

Selain itu, perihal fenornena rnunculnya kubu oposisi di Indonesia juga 

perlu dipertanyakan. Sebab dalarn konsep Dernokrasi Pancasila sesuai ide 

negara integralistik yang pernah disampaikan Mr. Soepoerno sesungguhnya 

Dernokrasi di Indonesia tidak pernah mengenal istilah oposisi sebab seluruh 

elernen bangsa adalah satu kesatuan yang integral sebagaimana yang ada 

dalarn sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Hal inilah yang 

nampaknya dilupakan begitu saja oleh para politisi kita saat ini. 

Kebutuhan Reformasi Administrasi Publik Indonesia 

~ebagai rnesin penggerak utama penyelenggaraan pernerintah, 

adrninistrasi publik hendaknya memperoleh perhatian yang utama yakni 

sebagai prioritas untuk ditinjau ulang dan rnernperoleh sejumlah penyesuaian 

untuk mengakselerasi efektifitas dan efesiensi dalam prakteknya serta 

rnengoborasikannya dengan dernokrasi. Konsentrasi vang terlalu besar 

dalam as,;ek kepolitikan -kompetisi menuju kekuasaan dan persaingan antar 

kepentingan politik- rnenyebabkan intervensi politisi dalarn ranah administrasi 

publik Justeru tedaiu kuat dan rnengakar. Warisan sistem administrasi orde 

baru yang bersendikan progresivitas pembangunan clengan rnenempatkan 
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aparatur pemerintah sebagai pengawas dan pengendali perilaku masyarakat 

masih juga mewarnai praktek penyelenggaraan administrasi publik di 

Indonesia sa at ini. Padahal nilai-nilai terse but sudah tidak lagi rei evan dengan 

Indonesia masa kini. Alhasil, administrasi publik masih dilaksanakan untuk 

kepentingan melanggengkan kekuasaan bukan untuk menata kehidupan 

masyarakat yang demokratis agar mencapai tujuan kesejahteraan. 

Pada sisi inilah administrasi publik di Indonesia menemui problem 

kronisnya sebab administrasi publik tidak mend a pat ruang gerak yang leluasa 

untuk menata penyelenggaraan pemerintah dan memproduksi barang dan 

pelayanan publik secara terencana dan sistematik.lmplikasinya, aspek-aspek 

kebutuhan sosio--ekonomi masyarakat belum sepenuhnya dapat direspon 

secara proporsional. l<ondisi seperti ini memang ironis. Seolah-olah kita 

Jalai untuk membicarakan langkah-langkah operasional yang disusun secara 

sistematis dan berkesinambungan untuk berpihak kepada kepentingan 

publik atau bagaimana sedianya blueprint reformasi yang terintegrasi dari 

hulu hingga ke hilir dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan 

barang serta pelayanan publik dapat terformulasikan dengan baik dengan 

menempatkan pemecahan masalah publik dan pemenuhan kebutuhan 

publik sebagai pemberi arah bagi seluruh aktivitas tersebut. 

Pembiasan terjadi pula pada saat representasi politik dilakukan 

untuk konstituen bukan untuk agregasi publik. Peran dan fungsi legislator 

dan pimpinan pemerintah baik lokal maupun nasional kemudian menjadi 

pertayaan yang sangat mendasar, mungkinkah mereka memiliki kapasitas dan 

kapabilitas yang memadai untuk melakukan dikotomi kedudukan, peran dan 

fungsi secara proporsional di tengah kebijakan yang tidak memiliki ketegasan 

moralitas (Baca: Keberpihakkan)? Apalagi banyaknya catatan merah langkah 

legislator dan pimpinan pemerintahan menuju kursi kekuasaan politiknya 

dibangun diatas kerangka dasar infiltrasi secara irrasional terhadap 

preferensi publik melalui politik uang yang implikasinya menp,kreasi 

arsitektur otomatisasi perilaku politik secara masif. Perlu diakui secara jujur 

bahwa antara Pernerintah yang didukung oleh sejumlah Partai di Parlemen 
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